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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 03 
TENTANG 

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, 
DAN BAHAN BAKAR LAIN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain 
merupakan sumber daya alam strategis terbarukan 
maupun tidak terbarukan serta merupakan komoditas 
vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan 
mempunyai peranan penting dalam perekonomian 
nasional dan kesejahteraan sosial sehingga 
pengelolaannya secara nasional harus dapat 
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi 
rakyat Indonesia; 

b. bahwa dalam rangka mendukung ketersediaan minyak 
bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain, perlu adanya 
pengaturan mengenai ekspor dan impor minyak bumi, 
gas bumi, dan bahan bakar lain; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta 
memperhatikan perkembangan kebijakan di bidang 
minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain, perlu 
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mengatur kembali kebijakan ekspor dan impor minyak 
bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 
Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, 
dan Bahan Bakar Lain; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor             17 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3806); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4996); 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 135 Tahun 2014; 

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak Dan Gas Bumi; 

13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019; 

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor    32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, 
Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati 
(Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor      20 
Tahun 2014; 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di 
Bidang Impor; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di 
Bidang Ekspor; 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-
DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal 
Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012; 

19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor             9 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan 
Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi; 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-
DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum 
Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang 
Perdagangan; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS 
BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 

3. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang 
dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau 
padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang 
diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara 
atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh 
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dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak 
Bumi dan Gas Bumi. 

4. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam 
kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang 
diperoleh dari proses penambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi. 

5. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas 
yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan hasil olahan. 

6. Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah kegiatan 
usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi 
dan eksploitasi Minyak Bumi dan Gas Bumi. 

7. Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah kegiatan 
usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 
pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. 

8. Badan Usaha, yang selanjutnya disingkat BU adalah perusahaan 
berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, 
terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Bentuk Usaha Tetap, yang selanjutnya disingkat BUT adalah badan 
usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 

10. Pengguna Langsung Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, 
yang selanjutnya disebut Pengguna Langsung adalah badan usaha 
baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 
melakukan impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Bahan Bakar 
Lain untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. 

11. Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang selanjutnya 
disebut ET Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah perusahaan yang 
melakukan ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi. 

12. Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain, yang selanjutnya disebut ET 
Bahan Bakar Lain adalah perusahaan yang melakukan ekspor Bahan 
Bakar Lain. 

13. Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang selanjutnya 
disebut IT Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah perusahaan yang 
melakukan impor Minyak Bumi dan Gas Bumi. 

14. Importir Terdaftar Bahan Bakar Lain, yang selanjutnya disebut IT 
Bahan Bakar Lain adalah perusahaan yang melakukan impor Bahan 
Bakar Lain. 
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15. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat 
instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan 
persyaratan untuk bahan pertimbangan diterbitkannya persetujuan 
ekspor atau impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain. 

16. Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang selanjutnya 
disebut PE Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah izin ekspor Minyak 
Bumi dan Gas Bumi. 

17. Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain, yang selanjutnya disebut PE 
Bahan Bakar Lain adalah izin ekspor Bahan Bakar Lain. 

18. Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang selanjutnya 
disebut PI Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah izin impor Minyak 
Bumi dan Gas Bumi. 

19. Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain, yang selanjutnya disebut PI 
Bahan Bakar Lain adalah izin impor Bahan Bakar Lain. 

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang perdagangan. 

21. Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 

22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 
Kementerian Perdagangan. 

23. Dirjen Minyak dan Gas Bumi adalah Direktur Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi Kementerian ESDM. 

24. Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi adalah 
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi 
Kementerian ESDM. 

Pasal 2 

Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang dibatasi ekspor dan 
impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 
(1) Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor dan diimpor 
berdasarkan pertimbangan kondisi pasokan dan kebutuhan di dalam 
negeri. 

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada     ayat (1), 
Menteri ESDM dalam hal ini Dirjen Migas dan Dirjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi menerbitkan Rekomendasi 
mengenai jenis dan jumlah Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan 
Bakar Lain yang dapat diekspor dan diimpor. 
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Pasal 4 
(1) Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

hanya dapat diekspor oleh: 
 a. BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas 

Bumi; 

 b. BUT yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan 
Gas Bumi; dan 

 c. BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas 
Bumi. 

(2) BU dan BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 
dan huruf c harus mendapatkan pengakuan sebagai ET Minyak Bumi 
dan Gas Bumi dari Menteri. 

(3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai 
ET Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Direktur Jenderal. 

Pasal 5 

(1) Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat 
diekspor oleh BU yang melakukan kegiatan usaha Bahan Bakar Lain. 

(2) BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan 
pengakuan sebagai ET Bahan Bakar Lain dari Menteri. 

(3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai 
ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Direktur Jenderal. 

Pasal 6 

(1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas 
Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan                    ET 
Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BU dan 
BUT harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri 
dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan: 

 a. fotokopi perijinan usaha; 
 b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 

 c. fotokopi Tanda Daftar Perusahan (TDP), bagi BU. 
(2) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pengakuan 
sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan pengakuan sebagai ET 
Bahan Bakar Lain paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan 
diterima secara lengkap dan benar. 
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Pasal 7 
Pengakuan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan pengakuan 
sebagai ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(2) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. 

Pasal 8 

(1) ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang akan melakukan ekspor Minyak 
Bumi dan Gas Bumi wajib mendapat PE Minyak Bumi dan Gas Bumi 
terlebih dahulu dari Menteri. 

(2) ET Bahan Bakar Lain yang akan melakukan ekspor Bahan Bakar Lain 
wajib mendapat PE Bahan Bakar Lain terlebih dahulu dari Menteri. 

(3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PE Minyak Bumi dan 
Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PE Bahan Bakar 
Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal. 

Pasal 9 

(1) Untuk memperoleh PE Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat  dan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),             ET Minyak Bumi dan Gas 
Bumi, dan ET Bahan Bakar Lain harus mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan 
melampirkan: 

 a. fotokopi perizinan usaha; 

 b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

 c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), bagi ET Minyak Bumi 
dan Gas Bumi, dan ET Bahan Bakar Lain yang merupakan BU; 

 d. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); 
 e. fotokopi pengakuan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi atau 

ET Bahan Bakar Lain; 
 f. laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi atau Bahan 

Bakar Lain, untuk BU dan BUT yang telah mendapat persetujuan 
ekspor sebelumnya; dan 

 g. Rekomendasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Dirjen 
Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM, bagi ET Minyak 
Bumi dan Gas Bumi; atau 

 h. Rekomendasi ekspor Bahan Bakar Lain dari Dirjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi atas nama Menteri ESDM, 
bagi ET Bahan Bakar Lain. 

(2) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada        
ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan PE Minyak 
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Bumi dan Gas Bumi, dan PE Bahan Bakar Lain paling lama 5 (lima) 
hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. 

Pasal 10 
PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku 
Rekomendasi dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi. 

Pasal 11 
(1) Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

hanya dapat diimpor oleh: 

 a. BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas 
Bumi; dan 

 b. Pengguna Langsung. 
(2) BU dan Pengguna Langsung sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) 

harus mendapat penetapan sebagai IT Minyak Bumi dan Gas Bumi 
dari Menteri. 

(3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai IT 
Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Direktur Jenderal. 

Pasal 12 
(1) Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat 

diimpor oleh: 

 a. BU yang melakukan kegiatan usaha Bahan Bakar Lain; dan 
 b. Pengguna Langsung. 

(2) BU dan Pengguna Langsung sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) 
harus mendapat penetapan sebagai IT Bahan Bakar Lain dari Menteri. 

(3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai IT 
Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada      ayat (2) kepada 
Direktur Jenderal. 

Pasal 13 
(1) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT Minyak Bumi dan Gas Bumi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan penetapan sebagai IT 
Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BU dan 
Pengguna Langsung harus mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan: 

 a. fotokopi perijinan usaha; 

 b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
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 c. fotokopi Tanda Daftar Perusahan (TDP); dan 
 b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API). 

(2) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan penetapan 
sebagai IT Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan penetapan sebagai IT 
Bahan Bakar Lain paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan 
diterima secara lengkap dan benar. 

Pasal 14 
IT Minyak Bumi dan Gas Bumi dan IT Bahan Bakar Lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku selama  3 (tiga) tahun terhitung 
sejak tanggal diterbitkan. 

Pasal 15 

(1) IT Minyak Bumi dan Gas Bumi yang akan melakukan impor Minyak 
Bumi dan Gas Bumi wajib mendapat PI Minyak Bumi dan Gas Bumi 
terlebih dahulu dari Menteri. 

(2) IT Bahan Bakar Lain yang akan melakukan impor Bahan Bakar Lain 
wajib mendapat PI Bahan Bakar Lain terlebih dahulu dari Menteri. 

(3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PI Minyak Bumi dan 
Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PI Bahan Bakar 
Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal. 

Pasal 16 

(1) Untuk memperoleh PI Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat  dan PI Bahan Bakar Lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),               IT Minyak 
Bumi dan Gas Bumi, dan IT Bahan Bakar Lain harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur 
Jenderal dengan melampirkan: 

 a. fotokopi perizinan usaha; 

 b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

 c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
 d. fotokopi Angka Pengenal Importir (API); 

 e. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); 
 f. fotokopi penetapan sebagai IT Minyak Bumi dan Gas Bumi atau 

IT Bahan Bakar Lain; 

 g. laporan realisasi impor Minyak Bumi dan Gas Bumi atau Bahan 
Bakar Lain, untuk BU dan Pengguna Langsung yang telah 
mendapat persetujuan impor sebelumnya; dan 
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 h. Rekomendasi impor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Dirjen 
Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM, bagi                     
IT Minyak Bumi dan Gas Bumi; atau 

 i. Rekomendasi impor Bahan Bakar Lain dari Dirjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi atas nama Menteri ESDM, 
bagi IT Bahan Bakar Lain. 

(2) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada       
ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan               PI 
Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PI Bahan Bakar Lain paling lama 5 
(lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. 

Pasal 17 
PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PI Bahan Bakar Lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku 
Rekomendasi dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi. 

Pasal 18 

(1) Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang merupakan 
bagian negara dan/atau milik negara hanya dapat diekspor oleh 
pelaksana ekspor yang mendapat penunjukan dari instansi/lembaga 
yang berwenang di bidang Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar 
Lain. 

(2) Pelaksana ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan 
melakukan ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain 
yang merupakan bagian negara dan/atau milik negara wajib 
mendapat PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain 
terlebih dahulu dari Menteri. 

(3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PE Minyak Bumi dan 
Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Direktur Jenderal. 

Pasal 19 
(1) Untuk memperoleh PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan                  

PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 
pelaksana ekspor harus mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan: 

 a. fotokopi perizinan usaha; 
 b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

 c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
 d. fotokopi pengakuan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi atau 

ET Bahan Bakar Lain; dan 
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 e. Rekomendasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Dirjen 
Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM; atau 

 f. Rekomendasi ekspor Bahan Bakar Lain dari Dirjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi atas nama Menteri ESDM. 

(2) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan              PE 
Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PE Bahan Bakar Lain paling lama 5 
(lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. 

Pasal 20 

PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku 
Rekomendasi dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi. 

Pasal 21 

(1) Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain yang akan diekspor 
dan diimpor harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di 
pelabuhan muat. 

(2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 22 
Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penulusuran 
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21       ayat (2), Surveyor harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Survey (SIUJS); 

b. berpengalaman sebagai Surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun; 
c. memiliki cabang atau perwakilan di seluruh Indonesia untuk verifikasi 

atau penelusuran teknis ekspor atau afiliasi di luar negeri untuk 
verifikasi atau penelusuran teknis impor; dan 

d. mempunyai rekam-jejak (track record) yang baik di bidang 
pengelolaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor dan impor. 

Pasal 23 

(1) Verifikasi atau penelusuran teknis ekspor dan impor Minyak Bumi, 
Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat , memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: 

 a. nama dan alamat eksportir; 
 b. nama dan alamat importir; 

 c. jenis; 
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 d. volume; 
 e. Pos Tarif/HS; 

 f. pelabuhan muat; 
 g. pelabuhan tujuan; dan 

 h. negara asal, untuk verifikasi atau penelusuran teknis impor. 

(2) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk 
digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian 
kepabeanan di bidang ekspor dan impor. 

(3) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran 
teknis ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
dibebankan pada anggaran negara. 

(4) Dalam hal biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi atau 
penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 
tersedia, biaya dibebankan kepada eksportir dan importir berdasarkan 
azas manfaat. 

Pasal 24 

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor dan impor oleh 
Surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai, Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean. 

Pasal 25 

(1) ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, ET Bahan Bakar Lain, pelaksana 
ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan pelaksana ekspor Bahan 
Bakar Lain yang telah mendapat PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan 
PE Bahan Bakar Lain, serta IT Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan IT 
Bahan Bakar Lain yang telah mendapat PI Minyak Bumi dan Gas 
Bumi dan PI Bahan Bakar Lain wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan ekspor atau impor secara tertulis, baik terealisasi 
maupun tidak terealisasi, kepada: 

 a. Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal; dan 
 b. Menteri ESDM dalam hal ini Dirjen Minyak dan Gas Bumi atau 

Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. 
(2) Laporan pelaksanaan ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan 

Bakar Lain, dan laporan pelaksanaan impor Minyak Bumi, Gas Bumi, 
dan Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan 
berikutnya secara online melalui http://inatrade.kemendag.go.id. 

(3) Bentuk laporan pelaksanaan ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan 
Bahan Bakar Lain, dan laporan pelaksanaan impor Minyak Bumi, Gas 
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Bumi, dan Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 26 

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib 
menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan verifikasi 
atau penelusuran teknis ekspor dan impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan 
Bahan Bakar Lain kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat 
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. 

Pasal 27 

(1) ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, ET Bahan Bakar Lain, IT Minyak 
Bumi dan Gas Bumi, IT Bahan Bakar Lain, pelaksana ekspor Minyak 
Bumi dan Gas Bumi, dan pelaksana ekspor Bahan Bakar Lain yang 
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan 
ekspor atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan 
sanksi berupa teguran tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama 
Menteri. 

(2) Dalam hal ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, ET Bahan Bakar Lain, IT 
Minyak Bumi dan Gas Bumi, IT Bahan Bakar Lain, pelaksana ekspor 
Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan pelaksana ekspor Bahan Bakar Lain 
mengabaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 2 (dua) kali, Direktur Jenderal atas nama Menteri 
menangguhkan penerbitan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan 
Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PI Bahan Bakar Lain 
paling lama 2 (dua) tahun. 

Pasal 28 

ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, ET Bahan Bakar Lain,  IT Minyak Bumi 
dan Gas Bumi, IT Bahan Bakar Lain, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE 
Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PI Bahan Bakar 
Lain dicabut apabila perusahaan: 
a. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor atau impor Minyak 

Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain setelah masa penangguhan 
penerbitan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI 
Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PI Bahan Bakar Lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); 

b. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar 
sebagai persyaratan untuk mendapatkan ET Minyak Bumi dan Gas 
Bumi, ET Bahan Bakar Lain, IT Minyak Bumi dan Gas Bumi, IT 
Bahan Bakar Lain, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar 
Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau PI Bahan Bakar Lain; 
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c. mengekspor atau mengimpor Minyak Bumi, `Gas Bumi, dan Bahan 
Bakar Lain yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi 
yang tercantum dalam dokumen PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE 
Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau PI 
Bahan Bakar Lain; 

d. terbukti mengubah data dan/atau informasi yang tercantum dalam 
dokumen ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, ET Bahan Bakar Lain, IT 
Minyak Bumi dan Gas Bumi, IT Bahan Bakar Lain, PE Minyak Bumi 
dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, 
dan/atau PI Bahan Bakar Lain; dan/atau 

e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan 
dengan penyalahgunaan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, ET Bahan 
Bakar Lain, IT Minyak Bumi dan Gas Bumi, IT Bahan Bakar Lain, PE 
Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi 
dan Gas Bumi, dan/atau PI Bahan Bakar Lain. 

Pasal 29 

Penetapan sebagai Surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis 
ekspor dan impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dicabut apabila Surveyor: 
a. tidak memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau 

b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi atau 
penelusuran teknis ekspor dan/atau impor Minyak Bumi, Gas Bumi 
dan Bahan Bakar Lain. 

Pasal 30 

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 31 

(1) Perusahaan yang melakukan ekspor dan/atau impor Minyak Bumi, 
Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang tidak sesuai ketentuan dalam 
Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan kepabeanan 
dan/atau ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang diimpor tidak 
sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi    re-ekspor. 

(3) Biaya re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
tanggung jawab importir. 
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Pasal 32 
Untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, 
Direktur Jenderal bersama dengan Dirjen Migas, dan Dirjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi dapat membentuk Tim Evaluasi 
Pelaksanaan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar 
Lain. 

Pasal 33 

(1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap ekspor 
dan impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang 
merupakan: 

 a. barang contoh; dan 
 b. barang untuk keperluan penelitian. 

(2) Ekspor dan impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain 
yang merupakan barang sebagaimana dimaksud pada        ayat (1) 
tetap memerlukan pertimbangan teknis dari Kementerian ESDM dan 
persetujuan dari Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 
atau Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 
Kementerian Perdagangan. 

Pasal 34 

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini 
ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi 
terkait. 

Pasal 35 
Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal. 

Pasal 36 

Pelaksanaan ekspor dan impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar 
Lain selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai Minyak 
Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain. 

Pasal 37 

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 tentang 
Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi dinyatakan tetap 
berlaku sampai berakhirnya masa berlaku Persetujuan Ekspor dan 
Persetujuan Impor. 
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Pasal 38 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor 
dan Impor Minyak dan Gas Bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 39 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Januari 2015 
MENTERI PERDAGANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
RACHMAT GOBEL 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Januari 2015 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
YASONNA H. LAOLY 

 

 
  

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.24 18

LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2015  
TENTANG 
KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN 
BAHAN BAKAR LAIN 

 
DAFTAR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN 

YANG DIBATASI EKSPOR DAN IMPORNYA 

 

NO. NAMA BARANG POS TARIF/HS KETERANGAN 

A. MINYAK BUMI 

1. MinyakMentah (crude oil) 2709.00.10.00  

2. Kondensat 2709.00.20.00 hanyauntukekspor 

3. BahanBakarMinyak (BBM) :   

 a. Minyak Bensin dan HOMC RON 
97 dan lebih 

2710.12.11.00 
2710.12.12.00 

 

 b.  Minyak Bensin dan HOMC RON 
90 lebihtetapidibawahRON 97 

2710.12.13.00 
2710.12.14.00 

 

 c. Minyak Bensin dan HOMC 
dibawah RON 90 

2710.12.15.00 
2710.12.16.00 

 

 d.  Aviation Gasoline (Avgas) 2710.12.20.00  

 e.  Aviation Turbine (Avtur/Jet A1) 2710.19.81.00 
2710.19.82.00 

 

 f. MinyakSolar/HSD/Gasoil/ 
Automotive Diesel Oil 

2710.19.71.00 
 

 

 g. Minyak Diesel lainnya 2710.19.72.00  

 h. Minyak Bakar 2710.19.79.00  

 i.Minyak Tanah (Kerosene) 2710.19.83.00  

4. Hasil Olahan   

 a. Naphtha ex. 2710.12.70.00 hanyauntukekspor 

 b. Carbon Black Feedstock 2710.19.30.00  

 c. Residue :   

 a. Low Sulfur Waxy Residues ex.2713.90.00.00  
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NO. NAMA BARANG POS TARIF/HS KETERANGAN 

 b. Vacuum Residue ex. 2713.90.00.00  

 c. Decant Oil ex. 2713.90.00.00  

 d.Recovered Oil ex. 2713.90.00.00  

B. GAS BUMI 

5. Gas Bumi (Natural 
Gas)danCompressed Natural Gas 
(CNG) 

2711.21.10.00 
2711.21.90.00 

 

6. Liquified Natural Gas (LNG) 2711.11.00.00  

7. Liquified Petroleum Gas (LPG)   

 a. Propane 2711.12.00.00  

 b. Butane 2711.13.00.00  

 c. Campuran Propane dan Butane   ex. 2711.19.00.00  

8. HasilOlahan   

 a. Dimethyl Ether (DME) ex. 2909.19.00.00  

 b. Kondensathilir 2709.00.20.00 Hanyauntukekspor 

C. BAHAN BAKAR LAIN 

9. Biodiesel/FAME (Fatty Acid  
Methyl Esther) 

3826.00.10.00 
3826.00.90.10 

 

10. Ethanol 2207.10.00.00 
2207.20.11.00 
2207.20.19.00 
2207.20.90.00 

 

 

 

MENTERI PERDAGANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

RACHMAT GOBEL 
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